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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 /F-04/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH

PADA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan
Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur, perlu
menetapkan penerima hibah;

bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I angka romawi
V angka 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, mengamanatkan dalam rangka pendanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam
bentuk belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten, dan pihak keamanan untuk pendanaan
pengamanan pelaksanaan pemilihan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Penerima Hibah pada Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4270); 71




10.

Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 4
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Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 5);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA
HIBAH PADA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Penetapan Penerima Hibah pada Kegiatan Pemilihan Kepala
Daerah Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan daftar penerima
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; c,}



KEDUA : Daftar penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan

pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2
Januari 2020.

Ditetapkan di Malili

STEMPEL F£™AF KOORDINASI pada tanggal 14 Februard |g020
BADAN PENGELOLASN KEUANGAN DAERA BUPATL TOWU TIMUR.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 /F-04/11 /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH PADA
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020.

DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO PENERIMA ALAMAT JUMLAH

1 | Komisi Pemilihan Umum | Kecamatan Malili | Rp30.000.000.000,00
Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur '

2 | Badan Pengawas Pemilihan | Kecamatan Malili | Rp9.926.418.650,00
Umum Kabupaten Luwu | Kabupaten Luwu Timur
Timur

3 | Kepolisian Negara Republik | Kecamatan Malili | Rp4.245.062.250,00
Indonesia Daerah Sulawesi | Kabupaten Luwu Timur
Selatan Resor Luwu Timur

4 | Komando Resor Militer | Kecamatan Malili | Rp786.950.500,00

142 /Taroada Tarogau
Komando  Distrik  Militer
1403

Kabupaten Luwu Timur
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BUPATI LUWU TIMUR,
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